BAB V
PENUTUP
1. Kesimpulan

Bedasarkan uraian penelitian pada bab-bab sebelumnya mengenai perjanjian
secara umum, perjanjian sewa-menyewa, alamat dikatakan sebagai benda atau
objek sampai dengan Virtual Office serta keabsahan pelaksanaan perjanjian
sewa-menyewa alamat Virtual Office menurut Hukum Perdata Indonesia, dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alamat bangunan atau kantor yang menjadi hal utama dalam perjanjian
sewa-menyewa alamat Virtual Office dapat dikategorikan sebagai objek
hukum vyang bisa digunakan untuk melakukan perbuatan hukum.
Walaupun tidak secara rinci dijelaskan dalam KUH Perdata mengenai
alamat, namun dalam perkembangannya, alamat Virtual Office merupakan
benda atau objek tidak berwujud dalam arti luas yang dapat digunakan

dalam perjanjian sewa-menyewa.

2. Perjanjian sewa-menyewa alamat Virtual Office tidak dapat dikategorikan
sebagai perjanjian sewa-menyewa yang tercantum pada Pasal 1548 KUH
Perdata karena pada pasal tersebu harus secara jelas terdapat benda yang
berwujud. Sementara perjanjian sewa-menyewa alamat Virtual Office yang
didasarkan atas asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata)
yang membuka kemungkinan terbuka secara luas para pihak untuk
menentukan isi perjanjian termasuk sewa-menyewa alamat yang tidak ada
pengaturan secara khusus. Sehingga perjanjian sewa-menyewa alamat
Virtual Office merupakan perjanjian yang tidak bernama (inominaat)
selama memenuhi syarat kebasahan 1320 KUH Perdata. Perjanjian sewa-
menyewa alamat Virtual Office merupakan perjanjian yang sah selama
tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban
umum. (Pasal 1337 KUH Perdata)
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2. Saran

Dalam kondisi yang sekarang semakin banyak praktek sewa-menyewa alamat
Virtual Office, dirasa perlu adanya kepastian hukum. Dengan adanya kepastian
hukum tersebut, masyarakat yang memanfaatkan alamat Virtual Office, baik
penyedia dan penyewa merasa terjamin untuk memanfaatkannya. Perlu adanya
kepastian hukum yang mencangkup secara nasional, sehingga tidak hanya di
tempat tertentu saja Virtual Office ini mendapatkan izin kepastian hukum,
melainkan juga berlaku hukum positif di negara Indonesia.

Perlunya ada revisi atas Pasal 1548 KUH Perdata mengenai perjanjian sewa-
menyewa Yyang sudah tertinggal karena semakin berkembangnya segala objek
transaksi dan salah satunya ‘alamat’ Virtual Office ini. Harus ada penyesuaian
antara perkembangan yang terjadi serta keberlakuan hukumnya. Dengan
adanya revisi Pasal 1548 KUH Perdata, diharapkan dapat menjadi dasar hukum
dari setiap perjanjian sewa-menyewa yang dimana objek perjanjian merupakan

hal yang baru dari perkembangan ide dan teknologi yang baru.

Tentunya, dalam pengaturannya diperlukan dasar hukum mengenai syarat dan
ketentuan yang dirasa dapat menutup kemungkinan terjadinya penipuan atas
alamat yang disewakan. Perlu adanya hukum yang mengatur bahwa setia
penyedia dan penyewa alamat Virtual Office ini harus melaporkan kepada
instasi pemerintah yang berhubungan. Pembatasan waktu penyewaan alamat
Virtual Office juga harus diatur sampai kepada apakah dapat memperpanjang

waktu penyewaan dengan syarat tertentu.
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